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Mcngingat 

P E R A T U R A N D A E R A H 

K A B U P A T E N R O T E N D A O 

N O M O R 28 • [ ' A H U N 2004 

TENTANG 

R E T R I B U S r P A R K I R D I T E P I . l A L A N UMUlM 

D E N G A N R A H M A T T U H A N Y A N G M A H A E S A 

B U P A T I R O T E N D A O , ' 

bahwa dengan berlakunya Undang - undang Nomor 22 tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah, maka Daerah diberi kewenangan untuk 

mengurus dan mengatur daerahnya sendiri; 

bahwa dengan ditetapkannya Undangt-undang Nomor 34 tahun 2000 

tentang perubahan atas Undang-undang Nomor J 8 tahun 1997 tentang 

Pajak Daerah dan Retr ibusi Daerah, niaka Peraturan Daerah yang 

mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus sesuai 

dengan Undang-undang di maksud; 

bahwa Retr ibus i P a k i r di T e p i Ja lan U m u m merupakan salah satu 

pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah dan pembangunan untuk memantapkan otonomi 

daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab; 

bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a,b,dan c di atas, 

maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaien Rote Ndao tentang 

. Retr ibusi Park i r di T e p i Ja lan U m u m ; 

Undang - undang Nomor 13 T a h u n 1980 tentang ja lan (Lembaran 

Negara T a h u n 1980 Nomor 49 , Tambahan Lt;mbarai i Negara 

Nomor 3 186) 

Undang undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum A c a r a Pidana 

( L e m b a r a n Negara T a h u n 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3209 ) 

Undang - undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalulnsias dan 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56. Tambahan 

L'einbaran Negara Nomor 3478) 

Undang - undang Noinor 18 Tahun 1997 tcnlang Pajak Dacrah dan 

Reir ibus i Daerah {Lembaran Negara T a h u n 1997 Nomor 4 1 , Tambahan 

[,embaran Negara Nomor 3685) ; ) sebagaimana tclah diubah d'jngan 

Undang- undang N o 34 T a h u n 2000 (Lembaran Negara T a h u n 2000 

Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ; 

U n d a n g - u n d a n g Nomor 22 lahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

( l . cmbaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ,Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3839 ) , 

Ta l iun ! 999 tun tang Pcrniibangan 

Pusai dan l^cmenntah Dacrah f 

Nomor 60 . Tambahan Lcnibaran 

Undang • undang Nomor 25 

Kcuangan an tarn Pemerintah 

Lembaran Ncgara iahun 199' 

Negara Nomor 3848) ; 

Undani; undans' Nomor 9 Tahun 2002 icniani: Pcmhenlukan 

Kabupaicn Rote Ndao di Prop. N T T { L c m b a r a n Negara tahun 2002 

Nomoi 22. Tainbahan Lembaran Negara Nomor 4 148) Prop. N J ' T 

Peraturan Penicnntah Nomor 27 T a h u n 1983 lentaug Pelaksanan 

Undang undang Nomor 8 T a h u n 198! teniang l i u k u m Aeara Pidana 

f Lembaran Negara Tahun ! 9 8 l Nomor 6. Tambahan Li:ni l )aran Ncgara 

Nomor 32'vS): 



9, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan 

Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Laiu l in tas dan Angkuian 

i Jalan kepada Daerah Tingkat 1 dan Daerah Tingkat I ! (Lembaran 

• Negara T a h u n 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3410 ) 

; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 T a h u n 1997 tentang Rctr ibus i Daerah 

i ( L e m b a r a n Negara T a h i m 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 

i" Nomof 3622) . 

'•• \ \  Peraturan Pemerintah Republ ik Indonesia Nomor 66 tahun 200! teniang 

Re ir ibus i Daerah (Lembaran Negara T a h u n 2001 Nomor I 19, Tainbaliaii 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4139). 

12. Keputusan Menter i D a l a m Negeri Nomor 43 tahpn !9S0 tcnlang 

Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah. 

13. Keputusan Menteri D a l a m Negeri Nomor 4 T a h u n 1997 tentang Penyidik 

Pegawai Negeri S i p i l di Lingkungan Pemerintah Daerah. 

14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor K M . 6 6 Tahun 1993 icntang 

Fasi l i tas Park i r untuk U m u m , 

15. Keputusan Menteri D a l a m Negeri Nomor 84 Tahun 1993 toniang Bentuk 

Peraturan Daerah dengan Peraturan Oaerah Perubahan. 

16. Kepulusan Menteri D a l a m Negeri Nomor 171 lahun !997 teniatig 

Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Dacrah dan 

Re ir ibus i Daerah. 

17 Keputusan Menteri D a i a m Negen Nomor 1 7 4 Tahun I V 9 7 (cnta;i i ' 

Pedoman Ta ta C a r a Pemungulan Reier ibus i Daerah. 

18 Kcp i i lusan Menten D a l a m Negcri Nomor 175 Tahun ) " ^ ^ 7 tcnianv; 

Pedoman Ta ta C a r a pemcriksaan di B idang Retribusi Daerah 

19. Keputusan Menicr i D a l a m Negeri Nomor 1 19 ' lahun 1998 tenuing Kuang 

L i n g k u p d a n J e n i s - j e n i s Retribusi Daerah tingkat I dan T ingka i 11 

20. Peraturan ' Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2003 

lenlang Struklur Organisasi dan Tata Korja Perangkat Daerah 

Kabupaten Ro le Ndao; 

Dengan Perseiujuan 

DI.-:WAN P E R W A K I L A N R A K Y A T D A E R A H 

K A B U P A T E N R O T E N D A O 

M E M U T U S K A N 

Menelapkan ; P E R A T U R A N D A E R A . H K A B U P A T E N R O T E N D A O T E N f A N G 

R E T R I B U S I P A R K I R D I T E P I J A J . A N U M U M . 

I B A B i 

; K E T E N T U A N U M U M 

I Pasal 1 

j Dalam Peraturan Daerah ini yang d imaksud dengan : 

I . Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao. 

' 2. Pemerintah Daerah adalah K e p a l a Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang L a i n 

scbagai Badan E k s e k u t i f Daerah. 

. 3. K c p a l a Dae iah adalah Bupat i Rote Ndao 

: 4 . Pcjabat adalah Pegawai yang diberi tugas terteniu dibidang Retribusi Daerah sesuai 

dengan Peraturan P e r u n d a n g - undangan Daerah yang berlaku, 

5, Kendaraan bermolor adalah kendaraan yang digerakan oleh pcralatan teknik yang berada 

pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang 

dirangkaikan dengan kendaran bemiotor. 

• 6 Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermolor yang bersifat sementara 

. 7. Tempat Parkir adaiah tempat yang berada ditepi Ja lan umum tertentu dan lelah diletapkan 

oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermolor. 

• 8. Retribusi Jasa umum adalah retribusi alas j a sa yang disediakan atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk tujuan Kepentingan dan kemanfaatan unium sena dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 



Retribusi Parkir di T e p i Ja lan Urnum yang selanjutnya dapat disebui Retrubusi adalah 

pembayaran alas penggunaan tempat parkir ditepi ja lan umum yang ditetapkan oleh 

Bupai i . 

0. Wajib retribusi adalah orang prtbadi atau badan yang menurui Peraturan Pcrundang • 

undangan retribusi d iwaj ibkan untuk melakukan pembayaran rctribusi , termasuk 

pemungut atau pemotong reiribusi . 

1. Sural Pendaftaran Obyek Reteribusi Dacrah, yang selanjtnya dapat disjngkat S P D O R D 

adaiah Sural yang digunakan oleh wajib retribusi sebagai dasar Pcrhilungan dan 

i^embayaran rctribusi yang tcrutang mcnurut peraiuran Pcrundang undangan Rctr ibusi 

Daerah. 

2. Sural Ketetapan Relrib-usi Daerah, yang seianjutnya dapai disingkat S K R D adaiah Sural 

Keputusan yang mencniukan besarnya j u m l a h Retribusi yang terulang, 

;I3. Pemcnksaan adalah scrangkaian kegiaian untuk mcncar i , mengum'pulkan, dan mcngolah 

data dan atau kclcrangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pcmcnuhan 

kewajiban Re ir ibus i Daerah berdasarkan Peraturan Perundang undanuan Retribusi 

Daerah. 

M Pcnyid ikan Tindak Pidana dibidang Reir ibus i Dacrah adalah sciangkaian l indakan van;! 

d i iakukan oleh penyidik pegawai Negeri S i p i ! yang selanjutnya disebut Penyidik . unuik 

mcncari scrta inengumpulkan B u k l i yang dengan bukti itu membuat lerang dan j e las 

lenlang l indak pidana di bidang Retr ibusi Daerah yang tcrjadi scria mencmukan 

icrsangkanya. 

B A B II 

N A M A . O B Y E K D A N S U B Y E K R E T R I B I J S I 

Pasal 2 

'Dengan nama Reir ibus i Parkir di Tcpi Ja lan U m i n n dipungul reiribusi vjbagai Pcmhiisari-.n 

ialas Pclavanan Pcnycdiaan I'cnipat Parkir di T e p i Jalan I j m u m . 

Pasal 2 

.Obyek Retr ibusi adalah pelayanan Penyediaan lempai parkir ditepi ja lan umum. sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( I ) ditetapkan oleh Bupat i 

Pasal 4 

I 

Subyek Rctr ibusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang mcnggunakan Tcmpa t parkir uitcpi 

jalan U m u m 

B A B 111 

G O L O N G A N R E T R I B U S I 

Pasal 5 

•Retribusi parkir ditepi j a l a n umum digolongkan sebagai Retr ibusi j a sa U m u m . 

B A B I V 

I C A R A M E N G U K U R T I N G K A T P E N G G U N A A N J A S A 

[. Pasal 6 

i Tingkat penggunaan j a s a dihitung berdasarkan reiribusi penggunaan Tempat Parkir . 

t 
r B A B V 

I P R I N S I P D A N S A S A R A N D A L A M P E N E T A P A N . 

I S T R U K T U R D A N B E S A R N Y A T A R I F . 

f Pasal 7 

[ ( I ) Pr ins ip dan sasaran dalam penetapan Retr ibusi dan besarnya Tarif" Retribusi 

; didasarkan alas lujuan uniuk mengendalikan perminlaan dan penggunaan jasa 

I pelayanan da'am rangka memperlancar Lalu l in tas Ja lan dengan tetap meinperhatikan 

1 biaya penyolcnggaran pclayanan, kcmampuan masyarakat dan aspek keadilan. 



{?.) l i iaya scbauiiiniiina dimaksud pada ayai ( 1 ) mcliputi biaya Pctigadaan maka, biaya 

pongadaan Rambu - rambu, biaya operasiona! pemeliharaan, administrasi dan biaya 

'! ransportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian. 

B A B V ! 

S T R U K T U R D A N B E S A R N Y A T A R I F 

Pasal 8 

( 1 ) S t ruklur dan besarnya tar i f digolongkan berdasarkan jen is dan lamanya memarkn-

kendaraan ditepi j a lan umum yang ditetapkan sebagai berikut :̂  

a. Untuk kendaraan roda 6 keatas Rp , 2.000 sekali parkir. 

b. Untuk kendaraan roda 4 Rp . 1.000 sekali parkir. 

c. Untuk kendaraan roda 2 Rp , 500 sekal i parkir. 

d. Untuk kendaraan parkir tetap. 

- Roda 6 Rp . 30.000 / b u l a n 

- Roda 6 Rp. 20.000 / bulan 

( 2 ) Besarnya t a r i f retribusi kendaraan tidak bermotor adalah sebagai berikut : 

Kendaraan tidak bermotor Rp . 300 sekali parkir. 

B A B V I I 

W I L A Y A H P E M U N G U T A N 

Pasal 9 

Reiribusi yang terutang dipungut d iw i layah daerah tempat pelayanan penyediaan parkn 

. diberikan. 

B A B V I I I 

S A A T R E T R I B U S I T E R U T A N G 

' Pasal 10 

Saat Retnbus i terutang adalah pada saai diterbitkannya S K R D atau Dokumen lain yang 

dipersamakan. 

B A B I X 

S U R A T P E N D A F T A R A N 

Pasal 11 

( 1 ) Waj ib Re i r ibus i d iwaj ibkan mengisi S P D O R D 

( 2 ) S P D O R D sebagaimana d imaksud pada ayat ( I ) harus di is i dengan je las , bcnar dan 

lengkap serta ditanda langani oleh waj ib retribusi atau kuasanya. 

( 3 ) Ben iuk , isi sena lata cara pengisian dan penyampaian S P D O R D scbagaimana 

dnnaksud pada ayai ( 1 ) ditelapkan oieh Bupat i . 

B A B X 

P E N E T A P A N R E T R I B U S i 

Pasal 12 

( ! ) l i crdasarkan S P D O R D sebagaimana dimaksud daiam pasal 12 ayai ( I ) ditelapkan 

rciribusi lerutang dengan menterbitkan S K R D alau Dokumen lain yang dipcrsamakan 

(.M B c n i u k , isi dan lata cara Penerbilan S K R D atau Dokumen lain yang dipersamakan 

>cbagaimana d imaksud pada ayat ( I ) ditetapkan oleh Bupat i 

B A B X I 

T A T A C A R A P E M U N G U T A N 

Pasal 13 

( 1) Pcmunguian rc icnbus i iidak dapai diborongkan 

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan S K R D alau dokumen lain yani; 

dipersamakan. 



B A B X I I 

T A T A C A K A P H M B A Y A K A N 

! : Pasal 14 

( 1 ) Pembayaran rctribusi yang icrutang harus di lunasi sekaligus dimuka. 

(2 ) Ta ta C a i a Pemb.ayaran. Pcnyetoran, tempat Pembayaran Retribusi diatur dengan 

Keputusan Bupat i . 

B A B X l l i 

P 1 2 N G U R A N G A N , K B R I N G A N A N D A N P E M B E B A S A N R E T R I B U S I 

Pasal 15 

( 1 ) Bupat i dapat member ikan Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi 

( 2 ) Pengurangan, Ker inganan dan Pembebasan sebagainiana dimaksud pada ayat ( I ) 

pasal ini d iber ikan dengan meinperhatikan kemampuan wajib retribusi. 

( 3 ) Tata C a r a Pengurangan, Ker inganan dan Pembebasan Retr ibusi ditctapkan oleh 

Bupat i . 

B A B X I V 

K E T E N T U A N P I D A N A 

Pasal 16 

( 1 ) Waj ib Retr ibusi yang l idak melaksanakan kewaj ibannya sehingga mcrugikan 

Keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 bulan atau denda pal ing 

banyak 4 k a l i j u m l a h retribusi terulang. 

( 2 ) T i n d a k Pidana sebagaimana d imaksud ayat ( 1 ) pasal ini adalah pelanggaran. 

B A B X V 

P E N Y I D I K A N 

Pasal 17 

( 1 ) Penyid ik Pegawai Negen S i p i l adalab Pejabal Negeri S i p i l terteniu di l ingkungau 

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik unluk mclakukan 

l>cnyidikan l indak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Undang - undang Nomor 8 T a h u n 198] tentang hukum A c a r a Pidana. 

( 2 ) Wewenang Peny id ik sebagaimana d imaksud pada ayat ( I ) pasal ini adalah : 

a. Mener ima , mencari . mengumpulkan dan mcneii t i kcierangan atau laporan yang 

berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah. 

b. Menel i t i dan mencari keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang 

kebenaran perbuatan yang d i iakukan sehubungan dengan tindak pidana retreibusi 

daerah. 

c. Memin ta keterangan dan alat bukli dan orang pribadi alau badan sehubungan 

dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah. 

d. M e m e r i k s a buku - buku, Catalan - Catalan dan Dokumen - dokumen lain yang 

berkenaan dengan tindak Pidana dibidang retribusi daerah. 

e M e l a k u k a n penggeledahan uniuk mendapat alat bukti pembukuan, pencalatan dai: 

dokumen dokumen sena melakukan penyitaan terhadap alat bukli tersebut. 

r". Memin ta bantuan tenaga ahl i dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak 

pidana dibidang retribusi daerah. 

g. Mer'.yuruh berhenii , mclarang seseorang mcninggalkan ruang alau tcmpai pada 

saai pemeriksaan scdang berlangsung dan pada saai pemeriksaan ideniitas oiang 

dan alau dokumcn scbagaimana dimaksud pada hurui" c. 

h Mcmotre i seseorang vang berka' ian dengan lindak pidana rciribusi dacrali. 

i, Mcmanggi l orang untuk didengar kcierangannya dan dipcriksa scbauai icrsangka 

atau .saksi. 

J Menghenl ikan Penyid ikan. 

k M c l a k u k a n l indakan Iain yang perlu untuk kelancaran pcnyidikan lindak pidana 

dibidang retribusi daerah, menurut hukum yang dapat diperianggung jawabkan. 



{?j Menyidik scbagiimKuia d imaksud pada aval ( I ) memberitahukan d imulainnya 

pcnyidikan dan mcnyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut U m u m , sesuai 

dengan keientuan yang diaiur dalam Undang - undang Nomor 8 lahun 1981 tentang 

Hukum A c a r a Pidana . 

B A B X V I 

K E T E N T U A N P E N U T U P 

Pasal !8 

1) Hal - hal yang belum diatur daiam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai 

Pclaksanaannya akan ditetaplcan dengan keputusan Bupat i . 

2) Dengan berlakunya Peraturan daerah in i , maka segala ketentuan yang mengalur lentang 

, Re i r ibus i Park i r di T e p i Ja lan U m u m dinyatakan l idak berlaku lagi. 

Pasai 19 

raiuran daerah ini m u l a i - b e r l a k u pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat 

Migu lahu i . dan memcrintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan mencmpatkan 

l . i i n I cmbaran Daerah Kabupaten Rote Ndao. 

Ditetapkan di B a ' a 

. E M B A R A N D A E R A H K A B U P A T E N R O T E N D A O T A H U N 2004 N O M O R 028 

5 E R ! C N O M O R O i l 
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P E N J E L A S A N 

A T A S 

P E R A T U R A N D A E R A H 

K A B U P A T E N F ^ O T E N D A O 

N O M O R 28 T A H U N 2004 
< 

J T E N T A N G 

i ^ R E T R l B U S i P A R K I R DITEPI J A L A N U M U M 

I 

. U M U M • 

Pelaksanaan U n d a n g - u n d a n g Nomor 22 T a h u n \999 tentang Pemerintahan Daerah 

mengisyratkan perlu me lakukan penataan sumber •- simiber Penerimaan Daerah 

sesuai dengan kewcnangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 

Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah 

Propinsi sebagai Daerah Otonom. Dengan berlakunya Undang - undang Nomor 34 

T a h u n 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 18 T a h u n 1997 

tentang Pajak Daerah dan Retr ibusi Daerah, m a k a setiap Peraturan yang mengatur 

tentang Pajak Daerah dan Retr ibusi Daerah harus sesuai dengan Undang - undang 

dimaksud. 

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan persetujuan D e w a n Perwaki lan 

R a k y a i Daerah Kabupaten Rote Ndao menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Rote Ndao tentang Retr ibusi Park i r di T e p i Ja lan U m u m 

U, Pasal demi pasal 

Pasa! 1 sampai dengan Pasal 19 : cukup je las . 

T A M B A H A N L E M B A R A N D A B R A H K A J 3 U P A T E N R O T E N D A O 032. 


